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“Maka sesungguhnya  
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(Q.S  AL IMSYIRAH 5) 

 

“Jangan menunda pekerjaan sampai besok jika hari ini dapat diselesaikan, 

maka tuntaskanlah”. 
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ABSTRAK 
 

KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN 

APABILA SUDAH PAILIT 

 

 

Oleh: 

DODY SEPTIAWAN 

502017059 

 

        Kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan sebagaimana kreditur 

preferen diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan, sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan umum angka 4 

alinea 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. Meskipun pengaturan dalam 

Undang-Undang Hak Tanggungan masih tidak lengkap atau terperinci, 

namum kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan telah dijamin oleh 

Undang-Undang Hak Tanggungan. 

       Dengan adanya pasal 56A Nomor 4 Tahun 1998 tentang Undang-Undang 

Kepailitan. Kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan terhadap obyek 

hak tanggungan menjadi lemah tidak termasuk hak-hak kreditur pemegang 

hak tanggungan telah dikurangi atau dibatasi. Pembatasan tersebut berupa 

elsekusi oleh kreditur pemegang hak tanggungan harus di tanggguhkan 90 

hari, dan eksekusi yang dilaksanakan dibatasi hanya dalam waktu tanggang 

dua bulan. Dalam tenggang waktu dua bulan kreditur pemegang hak 

tanggungan tidak dapat mengeksekusi obyek hak tanggungan dan eksekusi 

obyek hak tanggungan pemegang hak tangungan diambil alih oleh kurator, 

namun ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan. Kedudukan kreditur 

pemegang hak tanggungan tetap sebagai kreditur separatis, yaitu obyek hak 

tanggungan tetap tidak termasuk sebagai harta pailit. 

       Undang-Undang Kepailitan mengutamakan pembayaran untang debitur 

kepada kantor keditur pemegang hak tanggungan. Dalam melaksanakan hak-

haknya, kreditur pemegang hak tanggungan dibatasi. Hal ini menyebabkan 

adanya Konfik norma, yaitu antara norma dalam Undang-Undang Hak 

Tanggungan dengan norma hukum Undang-Undang Kepailitan. 

 

Kata kunci: Hak Tanggungan, Kreditur, Kepailitan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

       Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara 

Indonesia adalah negara Hukum. Karena indonesia merupakan negara yang 

berdasarkan pada hukum, maka kedudukan hukum harus di tempatkan diatas 

segalanya dan setiap orang dan perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum 

tanpa terkecuali. 

              Namun dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 memberikan definisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat 

ini adalah baik kreditur konkurer, kreditur separatis maupun kreditur preferen. 

Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat 

mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agungan atas 

kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan hak nya aka di 

dulukan. 

              Kreditur separitis ini mempunyai preferensi terhadap hak tanggunggan 

yang dipegangnya. Salah satu ciri dari preferensi hak tanggungan ini adalah 

di dalam perjanjian hak tanggungan diperjanjikan bahwa apabila debitor 

wanprestasi kreditor dengan kekuasaan sendiri dapat menjual objek hak 

tanggungan. Preferensi yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan ini 

merupakan perwujudan dari asas yang dikenal dalam hukum jaminan, yang 

dikenal sebagai asas droit de preference dalam hal ini Sutan Remy sjahdeimi 
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menjelaskan bahwa: asas ini adalah berlaku bagi hipotik yang telah 

digantikan oleh pihak tanggungan sepanjang yang menyangkut tanah. 

              Dalam ilmu hukum asas ini dikenal sebagai asas droit de preference. Janji 

untuk menjual dengan kekuasaan sendiri dilaksanakan oleh kreditor tanpa di 

persetujui kreditor dari pengadilan negeri. Kreditor atas kekuasaan sendiri 

yang telah diperjanjikan dalam akta hak tanggungan untuk jual melalui 

pelelangan umum. Di samping itu kreditor juga mempunyai hak 

memohonkan kepada pengadilan untuk mengeksekusi  hak tanggungan 

berdasarkan sertifikat hak tanggungan . 

              Hak tanggungan merupakan perangkat hukum yang sangat diperlukan 

dalam dunia perbankan. Suatu perjanjian hutang piutang, atau dalam praktek 

perbankan dikenal dengan nama pengakuan hutang atau perjanjian kredit. 

Apabila suatu perjanjian kredit atau pengakuan hutang tanpa diikuti dengan 

perjanjian hak tanggungan, akan mempunyai resiko yang tinggi terhadap 

kreditor itu sendiri. Dengan adanya jaminan hak kebendaan berupa hak 

tanggungan, maka hutang, pinjaman atau kredit yang telah disalurkan oleh 

bank kepada nasabah akan menjamin pelunasannya. Jaminan dengan suatu 

benda khususnya yang berupa tanah, dalam perbankan disebut dengan 

jaminan collaleral. Pentingnya hak tanggungan dalam suatu perjanjian hutang 

piutang atau perjanjian kredit merubah suatu konsekuensi logis dari adanya 

prinsip prudential banking. 
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              Dari sisi perbankan, Rachmadi Usman memberikan gambaran tentang 

kegunaan adanya jaminan kredit, dapat disimpulkan bahwa kredit bank 

berfungsi untuk menjamin pelunasan hutang debitor bila debitor cidera janji 

atau pailit. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum bahwa 

kepada pihak perbankan bahwa krediutnya akan tetap kembali dengan cara 

mengeksekusi jaminan kredit perbankannya.1 

              Lembaga hak tanggungan dengan sifat preferensinya dalam dunia 

perbankan merupakan syarat yang penting, namun kenyataan dalaam praktek 

kurang didukung dengan pelaksanaan secara konsisten. Keadaan ini telah 

berlangsung lama, dimana kekuasaan kreditor terhadap hak tanggungan yang 

telah dipegangnya menjadi lemah atau berkurang jika debitur telah 

wanprestasi. Dalam pratek pelaksanaan penjual objek hak tanggungan dengan 

kekuasaan sendiri ternyata tidak semudah yang sebagaimana yang telah di 

tentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak 

Tanggungan (UUHT) pelaksanaan hak untuk menjual dengan kekuasaan 

sendiri didalam praktek masih harus memerlukan persetujuan dari Pengadilan 

Negeri. 

              Dengan demikian pula dalam implementasi eksekusi hak tanggungan 

berdasarkan kekuatan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan oleh 

Pengadilan Negeri tidak jarang akan menghadapi perlawanan ini dapat berupa 

parij verzet yaitu perlawanan yang diajukan oleh debitor itu sendiri terhadap 

 
              1 Rachmadi Usman,2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia 

pustaka Utama Jakarta, hlm.256 
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eksekusi hak tanggungan, dan dapat perlawanan diajukan oleh pihak ketiga. 

Kedua perlawanan itu merupakan suatu hambatan tersendiri dalam eksekusi 

objek tanggungan, yang pada akhirnya akan terpengaruhi terhadap percepatan 

pengembalian pembayaran piutang kreditor pemegang hak tanggungan. 

              Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undamg No 1 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Kepailitan berpengaruh besar terhadap 

lembaga hak tanggungan, debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar 

hutangnya, dan telah jatuh tempo serta mempunyai minimal dua kreditor 

maka menurut kreditor dapat dimohonkan kepailitan. Apabila kepailitan telah 

jatuh dijatuhkan kepada debitor oleh Pengadilan Niaga akan berakibat seluruh 

kekayaan debitor menjadi sitaan umum di bawah pelaksanaan kurator. Pada 

saat itu pula akan ditentukan pengelompokan kreditor-kreditor, maka yang 

termasuk kreditor konkurer dan mana yang masuk kreditor separatis yang 

mempunyai hak preferen.  

              Secara khusus pengaruh  kepailitan terhadap hak tanggungan muncul 

dengan adanya pasal 56 A ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, bahwa hak 

eksekusi kreditor pemegang hak tanggungan yang ada di dalam penguasaan 

kreditor ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) 

hari, yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut: 

       Hak eksekusi kreditor sebagaiman dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dan 

hak pihak ke tiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan 
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debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling 

lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit 

ditetapkan.  

              Penangguhan eksekusi oleh pasal 56A ayat 1 Undang-Undang Kepailitan 

ini akan mengakibatkan permasalahan bagi kreditur pemegang hak 

tanggungan, karenanya kreditor pemegang hak tanggungan akan menghadapi 

permasalahan tambahan terhadap hak tanggungan yang telah dimilikinya. 

Padahal secara tegas di dalam pasal 21 Undang-Undan Nomor 4 Tahun 1996, 

ditentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan (debitor) dinyatakan pailit, 

kreditor pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan eksekusi.  

              Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 dalam pasal 21 secara tegas 

megatur bahwa, apabila: “Apabila pemberi Hak Tanggugan dinyatakan pailit, 

pemegang hak Hak Tanggungan tetap berwenang, melakukan hak yang telah 

dipelorehnya menurut Undang-Undang ini”. Dari ketentuan ini mempunyai 

arti bahwa kreditor pemegang hak tanggungan adalah sebagaia kreditor 

pemegang separatis, dengan demikian objek hak tanggungan tidak termasuk 

sebagai harta pailit. 

              Dalam dunia bisnis, khususnya dalam dunia perbankan 90 (sembilan 

puluh) hari bukanlah waktu yang pendek. Dalam pratek biasanya yang 

mempunyai  atau yang memegang hak tanggungan adalah lembaga 

perbankan, dunia perbankan sangat membutuhkan percepatan perputaran 

modal. Percepatan modal ini akan berakibat pada keuntungan dan kerugian 
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yang akan dialami oleh lembaga perbankan bersangkutan. Semakin lama 

kredit yang seharusnya kembali tidak dapat terbayar kepada bank sebagai 

kreditor pemegang hak tangunggan, akan menyebabkan semakin besar pula 

kerugian bank tas keuntungan yang harus diterimannya.  

              Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah-

masalah ini sebagai bahan kajian ilmiah, dengan melakukan penelitian 

dengan judul KEDUDUKAN KREDITUR PEMEGANG HAK 

TANGGUNGAN  APABILA SUDAH PAILIT. 

B. Rumusan Masalah 

               Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas adalah: 

1. Bagaimana kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan apabila sudah 

pailit menurut Undang-Undang hak tanggungan? 

2. Apakah akibat hukum terhadap kedudukan kreditur pemegang hak 

tanggungan apabila debitur pailit? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

              Sesuai dengan permasalahan skripsi di atas maka ruang lingkup 

penelitiannya lebih dititik beratkan pada kedudukan kreditur pemegang hak 

tanggungan apabila debitur pailit. 

Dan tujuan penelitian skripsi yang di bahas tentang: 
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1. Dengan membahas permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah 

tersebut akan dapat memberikan gambaran bagaimana keistimewaan dari 

hak tanggungan, serta bagaimana keistimewaan dari hak tanggungan, serta 

bagaimana pelakasanaan preferensi kreditor hak tanggungan keistimewaan 

dari proferensi kreditor pemegang hak tanggungan akan dapat 

digambarkan dengan pelaksanaannya yang menurut hukum jaminan telah 

diatur dan dilindungi secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996. Hal ini berkaitan dengan haka tanggungan yang merupakan lembaga 

yang sering digunakan untuk menjamin hutang-piutang dalam perjanjian 

kredit perbankan namum dalam pelaksaannya seringkali mengalami 

kendala. 

2. Pengetahuan tentang keistimewaan hak tanggungan merupakan dasar, 

bagaimana untuk dapat mengetahui permasalahan yang timbul pada 

pelaksanaan preferensi hak tanggungan yang dimiliki oleh kreditor apabila 

debitur wanprestasi. Keadaan debitor yang wanprestasi ini ada dua 

kemungkinan, yaitu debitur yang wanprestasi tidak dalam keadaan pailit 

dan yang kedua wanprestasi  dalam keadaan diputus pailit oleh Pengadilan 

Niaga. 

D. Kerangka Konseptual 

        Kerangka konseptual ialah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang 

mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam 

menyusun sistematis penelitian didalam penulisan skripsi ini penulis 
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mengimplikasikan pada beberapa teori yang relevan dengan masalah yang 

diangkat oleh penulis diantaranya : 

1. Kedudukan 

Kedudukan adalah suatu proses atau posisi dimana suatu obyek atau objek 

hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. 

2. Kreditur  

       Kreditur adalah  pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau 

pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pilihan kedua) atas 

properti atau layanan jasa yang diberikannya  (biasanya dalam bentuk 

kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut  

akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua 

ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang.2 

3. Pemegang Hak Tanggungan 

       Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan 

hukum yang berkedudukan sebagaai pihak yang berpiutang. 

4.  Pailit   

       Pailit merupakan sudah proses dimana seorang debitur yang 

mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatan pailit 

oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga.3 

 

 

 

 
              2 https://id.m,wikipedia.org/wiki/Kreditur 28 Agustus 2020, pukul 01.28. 
              3 http://id.m.wikipedia.prg/wiki/Pailit 12 Agustus 2019, pukul 09.31 

https://id.m,wikipedia.org/wiki/Kreditur
http://id.m.wikipedia.prg/wiki/Pailit
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E. Motode Penelitian 

1. Sifat Penelitian 

            Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan primer, bahan 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun 

secara sistematim, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam 

hubungannya dengan masalah yang diteliti 4 

       “Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif 

atau keputakaan mencakup”: 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum 

b. Penelitian terhadap sistematika hukum 

c. Penelitian terhadap tarif sinkronisasi vertikal dan horizontal 

d. Perbandingan hukum  

e. Sejarah hukum  

2.  Jenis dan Sumber Data 

              Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penulisan 

skripsi ini ialah data sekunder. 

       Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasar dari peraturan 

perundangan-undangan, pemulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan 

dokumen atau arsip serta bahan lainnya yang digolongkan sebagai berikut. 

 
              4 Soerjono Soekanto, 2008,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UI Press, hlm 52 
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1. Bahan Hukum Primer  

       Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

       Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yag memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, hasil 

karangan ilmiah dari kalangan hukum, tulisan artikel internet ataupun cetak 

yang berkaitan dengan kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan apabila 

sudah pailit. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi 

perpustakaan atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang 

dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan. dalam penelitian ini, 

penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara 

mengunjungi perpustakaan, membaca, mengaji, dan mempelajari buku-buku, 

literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah 

internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian. 

4. Analisis Data  

       Data yang di peroleh, data sekuder kemudian disusun dan diklasifikasikan 

serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk 
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mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secar jelas dan terperinci serta 

terarah. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi 

ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terdiri dari 

empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

         Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan 

penelitian, kerangka konseptual, motode penelitian, dan sistematika 

penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

          Bab ini berisikan materi Tinjauan Tentang Kreditur, Pengertian Kreditur, 

Unsur-Unsur kreditur, Jenis-Jenis Kreditur, Tinjauan Tentang Hak 

Tanggungan, Pengertian Hak Tanggungan, Dasar Hukum Hak Tanggungan, 

Asas-Asas Hak Tanggungan, Subjek dan Objek Hak Tanggungan, Tata Cara 

Pemberian, Pendaftaran, dan Hapusnya Hak Tanggungan, Eksekusi Hak 

Tanggungan, Tinjauan Tentang Kepailitan, Pengertian Kepailitan, Syarat-

Syarat Permohonan Pailit, Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit, Akibat 

Hukum Pailit. 
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BAB III : PEMBAHASAN  

          Bab ini berisikan tentang kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan 

apabila sudah pailit menurut Undang-Undang Hak Tanggunga dan akibat 

hukum terhadap kedudukan kreditur  pemegang hak tanggungan apabila 

sudah pailit. 

BAB IV : PENUTUP 

         Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan dudukan 

kreditur pemegang hak tanggungan apabila sudah pailit. 
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